SALATIGA

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI B
ﬁ

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
MOMOR 4 TAHLUN 2003

TENTANG
PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang . a bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Salatiga Nomor 2 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Restoran sebagai tindak lanjut
ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997, berdasarkan hasil evaluasi sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan
daerah;

b, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a, agar pelaksanaannya dapat efektif dan
efisien periu diatur dan ditetapkan kemball pajak
restoran dengan Peraturan Daerah;

Menginga! 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecill Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat,



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Derah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaga Megara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1699 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daersh ( Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1892
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat i Salatiga dan Kabupatan
Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3500 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemenntah dan
Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran MNegara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4138 )
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 18399
tentang  Teknis Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |l
Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenmtah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga (Lembaran
Daerah Tahun 1988 Nomor 11).

11, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nemor 17).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA  SALATIGA
TENTANG PAJAK RESTORAN
BAE |

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

5 Daerah adalah Daerah Kota Salatiga .

b. Walikota adalah Walikota Salatiga |

¢ Pemenntah Daerah adalah Walikota besera Perangkat Daerah
Otonomi yang lain sebagal Badan Eksekutif Daerah |



Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga |
Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah sesua dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku ;

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Mililk MNegara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap , serta Bentuk Usahalainnya ;

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan restoran atau rumah makan ;

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan
atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran ;
Pengusaha restoran adalah perarangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri
atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ,
Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota |

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak
yang terutang ;




n Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumiah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi
dan jumiah yang masih harus di bayar ;

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumiah pajak yang ditetapkan |

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar
dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang |

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak sama besarnya dengan
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak |

r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan
restoran,
(2) Obyek Pajak adalah sefiap pelayanan yang disediakan dengan
pembayaran.
(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
a. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang diserai
dengan fasilitas penyantapnya ;
b. Rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya |
c. Pelayanan di restoran / rumah makan meliputi penjualan
makanan dan atau minuman di restoran / rumah makan,
termasuk penyedigan penjualan makanan / minuman yang
diantar / dibawa pulang.



Pasal 3

Dikecualikan dar obyek pajak adalah :

a. Pelayanan usaha jasa boga / katening ;

b. Penjualan makanan dan atau minuman oleh usaha Pedagang Kaki
Lima ,

c. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang
peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan ;

d. Batas peredaran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Walikota .

FPasal 4
(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi alau badan yang melakukan

pembayaran atas pelayanan restoran.
(2} Wajib Pajak adalah pengusaha restoran.

BAB IlI
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada restoran.

Pasal 6

Tanp pajak Restoran atau Rumah Makan ditetapkan sebesar 10 %
( sepuluh persen );




BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Salatiga

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Peraturan Daerah ini dengan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan
Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
Masa Pajak ada]ah langka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan cleh
Walikota sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak terutang
Pasal 9
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim
kecuall bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun takwim.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di
restoran



Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SFTPD ditetapkan oleh Walikota,

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal

11 Peraturan Daerah ini , Walikota menetapkan pajak terutang

dengan menerbitkan SKPD
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

SKPD diteima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari tagihan dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendini yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat lerutangnya pajak.
Walikota dapat menerbitkan :
a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN.




(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(3)

BAB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain y
ditunjuk olah Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalan
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunju
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selam
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan ol
Walikota.

Pembayaran Pajak sebagaima dimaksud pada ayat (1) dan
(2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untu
mengangsur pajak terutang dalam kurun wakiu terentu, setelal
memenuhi persyaratan yang ditentukan _
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayal
(2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota



FPasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan,

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in|,
ditetapkan oleh Walikota,

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) han sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang,

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh
Pejabat.

Fasal 18

Apabila jumilah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
alau Sural Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumiah pajak
yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satu) har sejak tanggal Sural Teguran atau Surat Peringatan
atau Surat lain yang sejenis



Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x
24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat sege
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penvyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
utang pajaknya, setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabal
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan han, tanggal, jam dan
tempal pelaksanaan lelang, Juru Siia memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada Waijib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
KERINGANAN TARIF PAJAK

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan tarif
pajak



(2) Tata cara permohonan kernganan tanf pajak sebagaimana

(1)

(€)

(3)

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKS| ADMINISTRAS]

Pasal 24

Walikota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak

dapat :

a  Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKET atau STPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung, dan alau kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah ,

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar ,

¢ Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud

pada ayatl (1) Pasal ini, harus disampalkan secara tertulis oleh

Waijib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) har sejak tanggal diterimanya SKFD, SKPDKE,

SKPDKET atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas

Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah

harus memberikan keputusan



(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

(4)

pada ayat (3) Pasal ini, Walikola alau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembelulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan  sanksi
administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota
atau Pejabat atas suatu :

SKPD ;

SKPDKB ;

SKPDKET ;

SKPDLB ;

SKPDN .

Femotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling
lama 3 (liga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, 5KPDKET,
SKPDOLE dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.

Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditenma, sudah
memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan

"0 o000
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(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan,

(2) Pengajuan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan
Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat.

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka wakiu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus memberikan keputusan



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pass
ini dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di

1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyal ulang pajak lainnya, kelebihay
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal in
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebin dahulu utang pajal
dimaksud,
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiy
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengas
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE
Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %

(dua persen) sebulan atau ketedambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 28

pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan berlaky
sebagal bukti pembayaran sementara

BAB Xl
KADALUWARSA

Fasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaul jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saa
lerutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tinds
pidana di bidang perpajakan daerah



(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) Pasal ini tertangguh apabila
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau |
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung .

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD/dokumen yang dipersamakan atau mengisi dengan tidak
kenar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daeran diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (liga ) bulan atau denda paiing
banyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) .

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SFTPD /

" dokumen yang dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah )

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal il
adalah pelanggaran

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan
Daerah ini. tidak dituntut setelah melampaul jangka waktu 10 (sepuiuh)
{ahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.



BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam
melaksanakan wewenangnya berpedoman pada ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Fidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35
Peraturan, Pedoman dan Instruksi tentang Pajak Restoran tetap berlaku

sepanjang hdak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan akan
diadakan penyesuaian.

I




Pasal 36
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,
Cap TTD
H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
cap TID
SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2003 NOMCR 7
SERI B

uai dengan aslinya .
N HUKUM DAN ORTALA

DTQ,EAESTIE;)Q
i 1141
| gL E A &

L+l MIKEN UIDIASTUTI SH |
W N embina
ALY

N\ 500 079 450
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FPENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 4 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahug
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkas
evaluasi dalam pelaksanaannya mater yang diatur dalam Peraturap
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Salatiga Nomor 2 Tahun 1988
tentang Pajak Hotel dan Restoran peru diadakan penyempurnaan!
sengaja dipisah darl Pajak Hotel dengan pemikiran substan
keduanys sangat berbeda sehingga agar pelaksanaannya dapd
efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan perkembangan Kot
Salatiga maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 © Pasal ini memuat pengerian
istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah ini. Dengan
adanya pengeriian istilah tersebu
dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah
pengertian dalam memahami dan

bersangkutan, sehingga aik
warga  masyarakat = maupun
aparatur dalam menjalankan hak
dan kewajiban dapat berjalan
dengan lancar dan dapat dicapa
tertib administrasi pemunguta
Pajak Daerah.
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FPasal 2 s/d Pasal 3
huruf a

Pasal 3 huruf d

FPasal 4

Pasal 5

Pasal 6 s/d Pasal 30
Fasal 31

Pasal 32 s/d Pasal 36

Cukup jelas

Walikota akan menetapkan
batasan peredaran yang
disediakan oleh restoran alau
rumah makan

Cukup jelas

Pengusaha restoran
mengeluarkan nota pembayaran
yaitu bukti yang diberkan oleh
wajib pajak kepada pengguna
pelayanan Restoran yang
dijadikan dasar untuk menghitung
dan menetapkan pajak sendiri

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan dokumen
yang dipersamakan  dengan
SPTPD, vyailu berupa nola
penjualan untuk Restoran.

Cukup jelas.
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